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ABSTRACT

This study titled enforcement of criminal law against acts of vigilantism ( eigenrechting ) , the background of this study is the law essentially aims to ensure the certainty and the rule of law in national life . Since the number of vigilantism carried out by the community, and vigilantism that many are not prosecuted for lack of evidence, beside that high emotional public condition to face the actor of criminal case directly especially public with low economic, added to  have low law knoledge.
The method of writing in this study using Empirical research methods, Factors influencing the occurrence of vigilantism is, Individual Factor, Factor Instrumental, Institutional Factors. Enforcement of the law against vigilantism is one act of criminal offenses therefore, Who is conduct a criminal should be processed in law as accordding the law applied. The law enforcer should give law protection for the public. This law should be enforced as according the norms and rules applied. 
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	ABSTRAK

Penelitian ini berjudul penegakan hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri (eigenrechting), latar belakang dari penelitian ini adalah Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan  tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena banyaknya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dan tindakan main hakim yang banyak tidak diproses secara hukum karena kurangnya alat bukti, selain itu kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum.
Metode penulisan pada penelitian ini  menggunakan metode penelitian Empiris, Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim adalah, Faktor Individu, Faktor Instrumental, Faktor Institusional. Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu, Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat. Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.
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I.  PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dan  tertib hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materiil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindak pidana guna menemukan si bersalah merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Polri dalam kedudukannya sebagai aparat negara dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.[footnoteRef:1] Contohnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.  [1:  Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Penyelidikan dan Penyidikan, Ghalia Indonesia, Jakarta,  hal. 17.
] 

Kasus tindakan main hakim sendiri ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja karena kurangnya bukti. Kondisi masyarakat yang emosionalnya sangat besar dalam yang ekonominya kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemaharan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.[footnoteRef:2] [2:  Revrisond Baswir, 1996, Kesenjagan, Korupsi, Dan Kerusuhan Massa, Media Indonesia No. 5857, Th.XXVII , hal.6.] 


1.2 Tujuan
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri.

II. ISI MAKALAH
2.1 Metode Penulisan
	Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan menggunakan pendekatan Sosiologis dan pendekatan fakta, dengan teknik penulisan kualitatif. Penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in action/in abstracto pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (in concreto).
2.2  Hasil dan Pembahasan
2.2.1 	Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim sendiri terdiri dari faktor Penal dan fakor Non penal  adalah :
a. Faktor Penal 
Faktor penal adalah faktor-faktor yang merupakan tolak ukur dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan, faktor penal tersebut terdiri dari: Faktor Perundang- undangan (Substansi hukum), Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor instrumental, Faktor institusional

b. Faktor Non Penal  
Tujuan utama dari pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengeruh pencegahan terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini antara lain misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.[footnoteRef:3] Faktor penal tersebut terdiri ari terdiri dari Faktor masyarakat dan Faktor Kebudayaan [3:  M. Hamdan, 2003, Politik Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 28.] 


2.2.2 	Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri.
Tindakan main hakim sendiri terhadap penegakkan hukum, agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya agar supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain :
(1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
(2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
(3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis). Artinya terhadap suatu perbuatan yang diatur didalam ketentuan umum, namun juga diatur dalam ketentuan khusus maka ketentuan khususlah yang berlaku, terkecuali disebutkan lain dalam undang-undang itu.
(4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berbeda demean undang-undang lama tersebut.
(5)  Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
(6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati.
Tindakan main hakim sendiri merupakan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :
1).  	Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2).	Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3). 	Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

III.  PENUTUP
3.1  Kesimpulan
a.	Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan main hakim terdiri dari faktor penal dan non penal
b..	Penegakkan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan tindak pidana oleh karena itu :
1.	Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2.	Aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum pada masyarakat.
3.	Hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

3.2	Saran-Saran
1. Integritas penegak hukum harus ditingkatkan dan diskresi kepolisian khususnya tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menimbulkan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Disamping itu fungsi penyuluhan hukum sebagai sarana pendidikan klinis hukum harus terus ditingkatkan secara intens dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. 
2.  Dalam penegakan hukum perdamaian dalam tindak pidana tidak dimungkinkan karena hukum pidana sebagai hukum publik memiliki sifat memaksa. Sehingga terhadap pelaku main hakim sendiri tersebut harus dilakukan proses hukum.
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